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GUBERNUR LAMPUNG
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

a.

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Pasal 263 dan
Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diajukan
sebagaimana huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi,
arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tcntany Foubentukail Dderan Tingkat 1 Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 £);
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10.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 7

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 92017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
ia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi
Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2023 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2025 - 2045

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Dacraly iii yaug dimaksud aengar :

1.

FON

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.

Provinsi adalah Provinsi Lampung.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.
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S. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sampai dengan tahun 2045.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yvang
diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunaan selama 20
tahun.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-
2045.

12. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja 20 tahun yang dijabarkan menjadi
per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka
mewujudkan visi.

13. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam
pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi pada
setiap tahapan.

14. Permasalahan Pembangunan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal
yang seharusnya tersedia.

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara
signifikan dimasa datang.

16 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tahun 2045.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 2
RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2045 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RPJMD.

BAB 111
MATERI MUATAN DAN FUNGSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Pasal 3

(1) Penyusunan RPJPD Provinsi Lampung mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung.
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Materi muatan dan rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
visi, misi dan program Gubernur terpilih.

Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan
dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran
pokok RPJPD periode berkenaan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :

a.Babl : Pendahuluan;

b.BabIl : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c.BablIll : Permasalahan dan Isu Strategis;

d.Bab IV : Visidan Misi Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;

€e.BabV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan

f. BabVI : Penutup.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini

Pasal 5

Visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang
daerah Kabupaten/Kota diselaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan,
tahapan dan sasaran pokok pambangunan jangka Panjang daerah provinsi
dan nasional.

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung berkewajiban
menyesuaikan rencana jangka panjang pembangunan daerahnya dengan
materi muatan dan rincian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2), dan sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB YV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah;
b. Pengendelaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

daerah; dan;
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah.
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan dalam hal :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan,;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar maka RPJPD dapat dilakukan
perubahannya, atau target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD.

(3) Perubahan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan.

Pasal 8

RPJPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang RPJPD belum
diundangkan, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2005-2025 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasdl 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan dan mengundangkan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal
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Diundangkan di Bandar Lampung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

FAHRIZAL DARMINTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (-ee-.../2024)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 - 2045

UMUM

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi
terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus
melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial
budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanannya. Dalam
rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam
rancangan akhir RPJPN 2025-2045. Untuk mencapai sasaran di Tahun
2045, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional
secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan
kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal,
potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan
Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dalam kerangka
mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini
dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan
penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan J angka Panjang Nasional
(RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-
2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan

pembangunan nasional dalam mewujudkan kesciahtcraan masyarakat
daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan

subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa
dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah
harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku
pembangunan.
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II.

9.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun,
khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk
menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang RPJPD.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cakup Jelas
Pasal 2

Cakup Jelas
Pasal 3

Ayat (1)

Cakup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan
kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka
pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD
merujuk pada ketentuan Pasal 167 ayat 6 Permendagri Nomor
86 Tahun 2017.

Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan
RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 168 ayat 2 Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017.

Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain
menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih
paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode
berkenaan pada ketentuan Pasal 168 ayat 3 Permendagri Nomor
86 Tahun 2017.

Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi
dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur,
dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu sesuai pada
ketentuan Pasal 169 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan
Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam
kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam

perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan
RP.IMD periode berlkenaan pada ketentuan Pacal 171 Ayat 3
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
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Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJPD merujuk pada ketentuan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (2)
Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10 x
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ...
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